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ABSTRAK

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah abdi negara yang harus mengabdi
kepada masyarakat dan dituntut untuk berperan sebagai pelaksana, pengawas
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, yang bebas dari intervensi suatu
golongan seperti organisasi sayap partai politik dan partai politik, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini berdasar
pada penguatan netralitas ASN melalui keterlibatannya dalam organisasi sayap
partai politik, sebab meskipun organisasi sayap partai politik tidak dinyatakan
pelarangannya dalam undang-undang, organisasi sayap partai politik
menunjukkan adanya hubungan reciprocity dimana eksistensi organisasi tersebut
terkait erat dengan partai politik yang menjadi induknya. Adapun rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan netralitas ASN
ditinjau dari peraturan perundang-undangan? (2) Bagaimana persoalan netralitas
ASN terhadap organisasi sayap partai politik saat ini? (3) Bagaimana pengaturan
ideal terhadap penguatan netralitas ASN?

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normative, dimana
penelitian ini menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang berbentuk tulisan, dan
penelitian ini bersifat deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah
statute approach atau pendekatan perundang-undangan yang merupakan salah
satu penelitian hukum yang memfokuskan pada analisis terhadap peraturan
perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berbentuk pada
informasi seperti dokumen, buku, jurnal, dan skripsi, sedangkan analisis data yang
digunakan adalah analisis deskriptif data yang telah sesuai dengan sebenarnya
kemudian dianalisis untuk digambarkan secara deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan netralitas
ASN belum terlaksana secara optimal dari beberapa regulasi yang mengatur masih
saja terdapat ASN yang tidak menjaga keprofesionalannya, banyak data yang
mengungkap ASN sudah menganggap pelarangan ini sebagai hal yang biasa dan
sudah lumrah terjadi di berbagai daerah sehingga ketidak netralan ASN melalui
organisasi sayap partai politik ini semakin banyak yang terlibat dalam pemilu dan
pilkada, hal ini sangat mempengaruhi pelayanan terhadap publik. Sehingga
dibutuhkan regulasi yang lebih tegas dan jelas terutama dalam undang-undang
yang mengatur ASN dan partai politik mengenai hubungannya dengan organisasi
sayap partai politik.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Netralitas, Organisasi Sayap Parpol



ABSTRACT

State Civil Servants (ASN) are state servants who must serve the
community and are required to act as executors, supervisors of the
implementation of general government tasks, which are free from intervention by
groups such as wing organizations of political parties and political parties, in
accordance with the provisions of statutory regulations. applies. This research is
based on strengthening the neutrality of ASN through its involvement in political
party wing organizations, because even though political party wing organizations
are not prohibited in law, political party wing organizations show a reciprocity
relationship where the existence of the organization is closely related to the
political party that is its parent. The problem formulation in this research is: (1)
How is ASN neutrality regulated in terms of statutory regulations? (2) What is the
issue of ASN's neutrality towards political party wing organizations currently? (3)
What are the ideal arrangements for strengthening ASN neutrality?

This research was carried out using a normative juridical method, where
this research uses literary materials in written form, and this research is
descriptive in nature, while the approach used is the statute approach or statutory
approach which is one of the legal research that focuses on the analysis of
regulations. legislation. The data collection technique used is in the form of
information such as documents, books, journals, and essays, while the data
analysis used is descriptive analysis of data that is in accordance with the facts
and then analyzed to be described deductively.

The results of this research show that the implementation of ASN
neutrality has not been implemented optimally from several regulations which
regulate that there are still ASNs who do not maintain their professionalism, a lot
of data shows that ASNs already consider this prohibition as a normal thing and it
Is commonplace in various regions so that it is not neutral. ASN through political
party wing organizations are increasingly involved in elections and local
elections, this has greatly influenced public services. So, stricter and clearer
regulations are needed, especially in laws governing ASN and political parties
regarding their relationship with political party wing organizations.

Keywords: State Civil Apparatus, Neutrality, Political Party Wing
Organizations
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MOTTO

“jangan pergi meninggalkan tempat dudukmu sebelum dirimu menanam

(meninggalkan) kebaikan di sana.”

-RKH. Muhammad Syamsul Arifin-

“Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses, yang dituntut oleh Tuhan adalah kita

berjuang tanpa henti sampai titik darah penghabisan.”

-Emha Ainun Najib-

1953-Tokoh intelektual muslim
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987
Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke
abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan

huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf

latin:
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o Ba B Be
R Ta T Te
[




Sa § es (dengan titik di atas)
Jim J Je

Ha h ha (dengan titik di bawah)
Kha Kh ka dan ha

Dal d De

Zal Z Zet (dengan titik di atas)
Ra r er

Zai z zet

Sin S es
Syin sy es danye

Sad $ es (dengan titik di bawah)
Dad d de (dengan titik di bawah)
Ta t te (dengan titik di bawah)
Za z zet (dengan titik di bawah)
"ain koma terbalik (di atas)
Gain g ge

Fa f ef




3 Qaf q ki
s Kaf Kk ka

J Lam I el

. Mim m em

3 Nun n en

P Wau w we

A Ha h ha

. Hamzah y apostrof
< Ya y ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

Fathah a a

Xi




Kasrah i

Dammah u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
. 6 Fathah danya ai adanu
" Fathah dan wau au adanu
Contoh:
- X kataba
- & faala
- J suila
- X kaifa
- Jy- haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:
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Huruf Arab Nama Huruf Nama
Latin
e Fathah dan alif atau a adan garis di atas
ya
& Kasrah dan ya 1 i dan garis di atas
__’j Dammah dan wau a u dan garis di atas
Contoh:
- Je qala

- rama
- B qila

- Js&  yaqilu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah,

maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.
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Contoh:
- JUbY1 &% raudah al-atfaliraudahtul atfal
- :)JWU\ ad)l al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah

- b talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf,

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- J%  nazzala

- S albirr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu

J), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Katasandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Katasandang yang diikuti huruf gamariyah

Xiv



Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan
dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai

dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- BN ar-rajulu
- ;.ui\ al-qalamu
- .23l asy-syamsu
~ B alatal

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang

terletak diawal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
- AAE  ta’khuzu
- Ix>  syai'un
- ) annau’u

inna
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H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:
GO Ea e (IR Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha lahuwa khairurraziqin
- GBS 5 B A e Bismillahi majreha wa mursaha

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
SN RSP N Alhamdu lillahi rabbi al-alamin/
Alhamdu lillahi rabbil “alamin
- e el Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital

tidak dipergunakan.

Contoh:

- j)i-c p Allaahu gaftrun rahim

SRR PSS Lillahi al-amru jami an/Lillahil-amru jami'an
J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Pegawai
Negeri Sipil (PNS) yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara! yang
bekerja pada badan pemerintah. ASN memainkan peran penting dalam
administrasi negara, yang bertugas melayani kepentingan umum dan
menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan persyaratan hukum. Demikian,
sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2023 Tentang Aparatur Sipil Negara,>2 ASN diharapkan tetap menjaga
profesionalisme dalam menjalankan tugasnya tanpa terpengaruh oleh tujuan
politik, kelompok, atau pribadi.

Isu hukum yang akan dibahas adalah ASN yang tidak netral dalam
berpolitik praktis sebab dalam kenyataannya sangat dapat dimungkinkan
banyak ASN yang tidak netral salah satunya yang terlibat dalam organisasi
sayap partai politik yang selanjutnya akan disebut organisasi sayap parpol,
baik sebagai anggota maupun sebagai pengurus dan simpatisan. Lebih

tegasnya ASN yang tidak netral melalui keterlibatannya dalam organisasi

1 Selanjutnya disingkat ASN

2 Selanjutnya disingkat UU ASN



sayap parpol adalah salah satu bentuk pelanggaran netralitas ASN yang
menjadi anggota atau pengurus partai politik, hal ini jelas dilarang dalam
Pasal 9 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, meskipun undang-undang
telah mengatur tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa ASN tetap aktif
menjadi anggota atau pengurus dalam organisasi sayap parpol seperti kasus
yang terjadi di Sumba Tengah mengenai dua ASN yang diduga menjadi
pengurus DPD Partai NasDem di Kabupaten Sumba Tengah.3

Keberadaan ~ASN dalam struktur organisasi sayap parpol
menimbulkan kekhawatiran terkait netralitasnya. Hal ini disebabkan oleh
kurangnya peluang untuk mendeteksi pelanggaran netralitas yang mungkin
terjadi, mengakibatkan penyalahgunaan posisi ASN untuk kepentingan partai
politik tertentu. Fenomena ini menjadi lebih merisaukan karena pelanggaran
netralitas yang dilakukan oleh ASN dalam konteks organisasi sayap parpol
cenderung sulit terungkap secara transparan. Sebagai akibatnya, pelanggaran
tersebut dapat dianggap remeh dan tidak ditindaklanjuti secara serius.

Beberapa kasus keterlibatan ASN dalam organisasi sayap parpol ini
dapat menimbulkan dampak negatif yang akan menghilangkan integritas dan
keprofesionalannya sebagai penyelenggara negara, tentunya hal ini dapat

mengancam kredibilitas ASN dan dapat terjebak dalam konflik kepentingan,

3 “Komisi Aparatur Sipil Negara, Diduga Menjadi Pengurus Parpol, KASN Investigasi
ASN Sumba Tengah,” Detik.com, https://www.detik.com/bali/nusra/d-6231676/diduga-jadi-
pengurus-parpol-kasn-investigasi-asn-sumba-tengah .akses 6 Desember 2023.



ataupun hal-hal lain yang dipengaruhi partai politik, maupun organisasi sayap
parpol.4

Perlu disadari juga bahwa keterlibatan ASN dalam organisasi sayap
parpol ini dapat menurunkan kinerja dan kualitas pelayanan publik, sebab jika
partai politik dikaitkan dengan organisasi sayap parpol ini sangat jelas
hubungannya bahwa organisasi sayap partai politik adalah organisasi yang
sah dan jelas dalam hak dan kewajiban partai politik, bahwasanya partai
politik ini berhak membentuk dan memiliki organisasi sayap parpol.®

Keberadaan organisasi sayap parpol menunjukkan adanya hubungan
reciprocity, di mana eksistensi organisasi tersebut terkait erat dengan partai
politik yang menjadi induknya. Partai politik membutuhkan dukungan
organisasi sayapnya untuk mencapai tujuan politiknya, sementara organisasi
sayap parpol tersebut juga bergantung pada partai politik sebagai sumber
legitimasi dan dukungan.

Contoh nyata dari hubungan reciprocity ini dapat ditemukan dalam
berbagai partai politik di Indonesia, seperti PDIP dengan Banteng Muda
Indonesia, Golkar dengan Pemuda Pancasila, Gerindra dengan Tunas
Indonesia Raya (TIDAR), PKB dengan Garda Bangsa, PPP dengan Angkatan
Muda Ka’bah, PKS dengan Garuda Keadilan, PAN dengan Barisan Muda
PAN, Nasdem dengan Garda Pemuda Nasdem, dan Hanura dengan Gerakan

Pemuda Hanura. Hubungan reciprocity ini menciptakan dinamika politik

4 M Fadhlan Irfan Darmawan, “Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam
Politik,” Varia Hukum vol.3 No.2, (2021).

5 Pasal 12 huruf J Undang-undangNomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.



yang kompleks dan memengaruhi strategi serta keputusan politik yang
diambil oleh kedua entitas tersebut.

Permasalahan mendasar timbul pada Pasal 12 huruf J dari Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,® terkait kurangnya
penjelasan yang secara tegas menguraikan fungsi-fungsi organisasi sayap
parpol secara limitatif. Penyimpangan ini menimbulkan kurang jelasannya
interpretasi mengenai peran dan hubungan organisasi sayap parpol dengan
partai politik secara keseluruhan, bahkan setelah dilakukan peninjauan
berdasarkan UU Partai Politik. Dikarenakan, ketentuan-ketentuan terkait
perekrutan kader organisasi sayap parpol juga tidak disebutkan secara rinci
dalam Pasal 29 sub pasal a, b, dan c.”, melainkan hanya memberikan
penjelasan mengenai perekrutan anggota partai politik dan calon anggota
legislatif.

Masalahnya lagi akibat Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023
tidak memberikan penjelasan yang memadai, seperti penambahan frasa
“Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan
partai politik serta organisasi sayap parpol.” Namun, isi Pasal tersebut hanya
menyatakan bahwa “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi
semua golongan dan partai politik.” Ke tidak jelasan dalam pasal tersebut

membuka peluang bagi ASN untuk mengeksploitasi celah tersebut, sehingga

6 Selanjutnya akan disebut UU PartaiPolitik

7 Rosa Ristawati dan Radian Salman, “PartaiPolitik Dan Organisasi Sayap DiIndonesia:
Fungsi Dan Pengaturannya,” Simposium Hukum Tata Negara: Penataan Pengaturan Organisasi
Sayap Partai Politik, (2019), him.16.



ASN vyang terlibat dalam organisasi sayap parpol mungkin merasa bahwa
tindakan mereka tetap sah.

Tentunya kasus diatas menimbulkan penilaian negatif dari
masyarakat, karena ASN sebagai pelayan masyarakat justru menggunakan
seragamnya untuk kepentingan kelompok tertentu atau karena ada kedekatan
politik tertentu. Oleh karena itu penelitian ini akan sangat menarik jika
dianalisis secara mendalam menggunakan perspektif keislaman, khususnya
dengan menggunakan pendekatan yang relevan dengan permasalahan yang
diteliti oleh penulis. Hal ini dapat dilakukan melalui disiplin ilmu yang
dipelajari dalam studi hukum tata negara siyasah syar’iyah dengan
menerapkan metode figh siyasah dusturiyah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan upaya penguatan
netralitas ASN yang telah diatur dalam undang-undang terkait hak memilih
dan dipilih. Selain itu, perlu pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor
yang mempengaruhi keterlibatan ASN dalam organisasi sayap parpol. Faktor-
faktor ini dapat bersifat internal maupun eksternal, termasuk karakteristik,
motivasi, persepsi, dan sikap ASN, serta kondisi, situasi, dan lingkungan
kerja mereka. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat
diperolen gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai fenomena
keterlibatan ASN dalam organisasi sayap parpol, serta implikasinya terhadap
ASN, organisasi sayap parpol, dan kualitas pelayanan publik. Maka dari itu
penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENGUATAN

NETRALITAS APARATUR  SIPIL NEGARA  MELALUI



PELARANGAN KETERLIBATAN DALAM ORGANISASI SAYAP
PARTAIPOLITIK”
B. Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan netralitas ASN ditinjau dari peraturan perundang-
undangan?
2. Bagaimana persoalan netralitas ASN terhadap organisasi sayap partai
politik saat ini?
3. Bagaimana pengaturan ideal terhadap penguatan netralitas ASN?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini

adalah:

a. Untuk mengetahui ASN yang tidak bersikap netral terhadap organisasi
sayap parpol.

b. Untuk mengetahui bagaimana UU ASN mengatur netralitas seorang
abdi negara agar dapat dipahami batasan seorang ASN dalam haknya
yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Untuk mengetahui sejauh mana upaya pemerintah dalam penguatan
netralitas bagi seorang ASN yang terlibat dalam organisasi partai
politik serta akibatnya terhadap hukum.

2. Kegunaan Penelitian



a. Secara Teoritis

Berdasarkan isu yang ditulis oleh peneliti, diharapkan dapat

memberikan informasi lebih terhadap eksistensi organisasi sayap

parpol dikalangan ASN agar patuh terhadap yang telah diatur dalam
undang-undang mengenai kode etik ASN dan haknya.
b. Secara Praktis

1) Sebagai penambah wawasan mengenai upaya yang tepat untuk
dilakukan bagi seorang ASN agar tetap menjaga kenetralannya
sebagai abdi negara.

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi peneliti
selanjutnya yang ingin meneliti tentang netralitas ASN yang
terlibat dalam organisasi sayap parpol.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu yang menjadi pertimbangan dalam penelitian
yang akan diteliti oleh penulis ialah:

Pertama, dalam beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan
seperti artikel jurnal yang ditulis oleh Abdhy Walid Siagian, Fadillah Arinny,
Mareta Puri Nur Ayu Ningsih, dan Trisna Septan Putri. Berjudul Asas
Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi
Aparatur Sipil Negara.2 Didalam artikel jurnal ini fokus membahas tentang

pengaturan netralitas ASN pada pemilu 2019 dan putusan MK Nomor

8 Abdhy Walid Siagian, dkk, “Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2014 Bagi Aparatur Sipil Negara,” Civil Service Jurnal, Vo0l.1612.37 (Maret 2023).



41/PUU-XI11/2014 serta putusan MK Nomor 33/PUU-XI11/2015 tentang
pembatasan hak memilih dan dipilih ASN diterapkan untuk mewujudkan
kepastian hukum vyang dijamin konstitusi dengan mematuhi sejumlah
persyaratan yang harus dipenuhi sebagai penerapan prinsip netralitas dalam
pemilu.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Febrianty dan Ghafur dengan
judul Peran Organisasi Sayap Partai Politik Agar Mencegah Kemerosotan
Anggota Partai Politik di Indonesia.® Fokus penelitian ini berupa organisasi
sayap parpol yang menjadi wadah pengaderan agar mendapatkan anggota
partai politik yang lebih berkualitas sebab partai politik mendapatkan
pandangan dualisme oleh masyarakat.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh M. Fadhlan Irfan Darmawan
Mahasiswa Pascasarjana UIN SGD Bandung yang berjudul Keterlibatan
Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Politik.1° Fokus kajiannya adalah
netralitas ASN dalam kegiatan pemilu, sedangkan dalam penelitian yang akan
diteliti oleh penulis adalah ASN yang aktif berperan sebagai anggota atau
pengurus dalam organisasi sayap parpol.

Keempat, berupa skripsi yang disusun oleh Dwi Febrianti mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul Penerapan Disiplin

% Yenny Febrianty, Jamaludin Ghafur, dan Arianto, “Peran Organisasi Sayap Partai
Politik (OSP) Dalam Kemerosotan Keanggotaan Partai Politk Di Indonesia,”
https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2019/06/call-for-paper-pshk-fh-uii-dirjen-ahu-
kemenhumham-ri-peran-osp-politik-dIm-mencegah-kemerosotan-keanggotaan-parpol-di-ind-
yenny-f-jamaludin-g-ariyanto.pdf akses 15 Desember2023.

10 M Fadhlan Irfan Darmawan, “Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam
Politik,” Varian Hukum, Vol.3, No.2, (2021).


https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2019/06/call-for-paper-pshk-fh-uii-dirjen-ahu-kemenhumham-ri-peran-osp-politik-dlm-mencegah-kemerosotan-keanggotaan-parpol-di-ind-yenny-f-jamaludin-g-ariyanto.pdf
https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2019/06/call-for-paper-pshk-fh-uii-dirjen-ahu-kemenhumham-ri-peran-osp-politik-dlm-mencegah-kemerosotan-keanggotaan-parpol-di-ind-yenny-f-jamaludin-g-ariyanto.pdf
https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2019/06/call-for-paper-pshk-fh-uii-dirjen-ahu-kemenhumham-ri-peran-osp-politik-dlm-mencegah-kemerosotan-keanggotaan-parpol-di-ind-yenny-f-jamaludin-g-ariyanto.pdf

Aparatur Sipil Negara Di Kantor Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.!!
Dimana fokus tulisannya berpacu pada penerapan disiplin aparatur sipil
negara di kantor kecamatan Tamalanrea Kota Makassar yang merupakan
sebagai perwujudan dari peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
disiplin preventif dan disiplin korektif ASN di kecamatan tersebut yang
belum maksimal dalam pelaksanaannya.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Muhammad Hilmi Mahasiswa
[lmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang
berjudul Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum.? Berdasarkan undang-undang tersebut banyak
ditemukan ASN yang melanggar dan tidak menjaga netralitas dalam
pemilihan presiden dan wakil presiden seperti perilakunya yang memasang
spanduk, baliho pasangan presiden yang mereka pilih bahkan ada yang
melibatkan dirinya dalam berkampanye, dan hal ini dianggap memenuhi
syarat dan dapat menentukan hak pilihnya tanpa adanya tekanan dari pihak
mana pun, kendati hal ini tetap tergolong pelanggaran atas ke tidak netralan
seorang ASN yang terlibat, dan berdasarkan uu pemilu yang dijelaskan

bahwasanya bebas dan rahasia.

11 Dwi Febrianti, “Penerapan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Kantor Kecamatan
Tamalanrea Kota Makassar”Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, (2019).

12 Muhammad Hilmi, “Implementasi Netralitas Aparatur Sipil negara Dalam Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum,” Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, https://repository.uin-
suska.ac.id/25483/. Akses 25 Desember 2023.
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Berdasarkan kajian-kajian diatas yang membedakan dan kebaruan
dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan judul Penguatan
Netralitas Aparatur Sipil Negara Melalui Pelanggaran Keterlibatan Dalam
Organisasi Sayap Partai politik, yang mana tulisan ini fokus pada pelanggaran
ASN yang terlibat dalam organisasi sayap parpol.

E. Kerangka Teoritik
1. Netralitas Birokrasi

Max Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah lembaga yang
memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah,
menurutnya birokrasi dibentuk independen dari kekuatan politik atau
diposisikan sebagai kekuatan yang netral. Netralitas disini artinya lebih
mengutamakan kepentingan rakyat dan negara dibandingkan dengan
kepentingan yang lain, pendapat tersebut didukung oleh Woodrow Willson
yang memberikan pendapatnya bahwa birokrasi pemerintah itu harus
berada di luar kajian politik.*3

Berdasarkan pendapat Max Weber terdapat beberapa bagian

netralitas yang relative dengan negara Indonesia maka dari itu terdapat
sembilan jenis netralitas birokrasi namun penulis hanya akan menjelaskan
satu jenis saja Yyaitu:

a. Netralitas ASN terhadap tugasnya dalam pemerintahan tidak boleh

membawa kepentingan partai politik seperti terlibat dalam organisasi

13 Herman Aswin Eka Adhi, “Netralitas Pegawai Negeri Sipil: Tinjauan Teori dan Praktik
di Indonesia,” Jurnal kebijakan dan Manajemen PNS, vol.3, no. 1 (2009).
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sayap parpol, dan hanya boleh bertindak atas dasar sikap
profesionalitasnya.

b. Netralitas pegawai dan anggota komisi terhadap tugas eksekutif dalam
pemerintahan yang dimaksud adalah tidak membawa kepentingan
partai politik dan hanya bertindak atas dasar sikap profesionalisme.

c. Netralitas pegawai lainnya yang menerima gaji tetap dari negara lewat
APBN atau APBD terhadap tugas eksekutif dalam pemerintahan,
netral yang di maksud, yaitu tidak membawa kepentingan partai politik
dan hanya bertindak atas sikap profesionalisme.

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa dalam netralitas ini telah
tertera dalam UU ASN namun perlu adanya penyempurnaan keterangan
mengenai ASN yang terlibat dalam organisasi sayap parpol.

Kemudian dalam peraturan ASN memiliki asas netralitas
sebagaimana tertulis dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang
mana dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa ASN dilarang menjadi
anggota atau pengurus partai politik, kemudian diperkuat dalam PP Nomor
17 Tahun 2020 perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2011 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 250 huruf C, “PNS
diberhentikan tidak dengan hormat apabila: menjadi anggota atau
pengurus partai politik™.

Sebenarnya tuntutan netralitas ASN ini sudah tidak asing lagi ketika

muncul perdebatan mengenai rangkap jabatan seorang ASN yang
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sekaligus menjadi anggota partai dan organisasi sayap parpol dan tentunya
hal ini tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Netralitas menempatkan ASN dalam ruang lingkup yang bersih dari
golongan  dan kepentingan politik, sehingga ASN dapat bekerja
memberikan pelayanan kepada publik tanpa diskriminatif. Dalam beberapa
undang-undang secara eksplisit telah diterapkan netralitas tersebut. Hal ini
telah menjadi konsekuensi dari perubahan politik dan reformasi dibidang
perundang-undangan agar membebaskan birokrasi pemerintah dari
pertentangan dan tarik-menarik antar partai politik dengan semakin
demokratisnya sistem politik di Indonesia. Artinya, netralitas ASN yang
diharapkan sejalan dengan demokrasi juga membawa pandangan bahwa
pemerintah dan ASN harus bersifat profesional dan netral dalam hal-hal
yang berbau politik.

Teori ini tepat untuk mengupas masalah tidak netralnya ASN dalam
menjalankan tugasnya. Netralitas birokrasi merupakan prinsip penting
dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, adil, dan
demokratis. Dengan menggunakan teori  ini, penelitian dapat
mengidentifikasi faktor-faktor penyebab Kketidaknetralan ASN, serta
menganalisis dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik dan

kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
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2. Demokrasi

Kata demokrasi yang berasal dari dua kata yaitu demos yang berarti
rakyat, dan Kkratoslcratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat
diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi menurut bapak Mahfud MD adalah
bentuk dari pemerintahan suatu persekutuan yang berpemerintahan sendiri
yang mana sebagian besar warganya mengambil bagian, maka dalam
persekutuan kaum ini masih sederhana dan ciri tersebut sudah ditemui.4

Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu
politik, hal ini disebabkan karena sebuah demokrasi saat ini disebut
sebagai indikator perkembangan politik negara. Demokrasi yang memiliki
posisi penting dalam pembagian kekuasaan dalam suatu negara yang mana
diperoleh dari rakyat guna untuk kesejahteraan rakyat.

Nilai yang terkandung dalam demokrasi yaitu:

a. Demokrasi merupakan alat untuk menyelesaikan sengketa atau
perselisinan secara damai dan musyawarah.

b. Demokrasi dapat menjadi alat untuk melakukan suatu perubahan
sebagai konsekuensi dari perkembangan yang terjadi dalam
masyarakat

c. Demokrasi juga dapat menyelenggarakan pergantian pimpinan secara
teratur.

d. Membatasi timbulnya kekerasan dalam musyawarah mufakat.

14 Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta,
2000), him. 18.



e.

f.

14

Mengakui adanya keanekaragaman.
Menjamin tegaknya keadilan.!®

Dari beberapa nilai yang terkandung dalam demokrasi tersebut dapat

dipahami bahwa demokrasi merupakan alat yang dapat menyelesaikan

perselisihan dan untuk melaksanakan proses pemerintahan secara

transparan dan akuntabel.

Kemudian penyelenggaraan demokrasi yang diselenggarakan oleh

beberapa lembaga ialah:

a.

Pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan proses
demokrasi dalam suatu negara yang dilakukan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan
kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum
yang bebas dan rahasia.

Organisasi politik yang mencakup satu partai atau lebih, untuk
menampung aspirasi masyarakat yang diwakili oleh wakilnya melalui

parpol.

. Pers dan media massa yang bebas untuk masyarakat berpendapat,

sebagai kontrol dalam pelaksanaan suatu demokrasi.
Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak=hak asasi dan

mempertahankan keadilan.

15 Ni‘'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2014), him.266.
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Dalam proses penyelenggaraan demokrasi maka ada beberapa
lembaga yang terlibat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang,
kemudian lembaga yang diatur tersebut merupakan proses atau hasil dari
demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan kehendak dan perkembangan
yang terjadi.

3. Figh Siyasah Dusturiyah

Yang dimaksud dengan figh dusturi adalah prinsip pokok bagi
pemerintahan negara seperti contohnya peraturan perundang-undangan.1®
Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kata dustur
sama dengan constitution dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang
Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia
tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur di atas. Dengan
demikian, Siyasah Dusturiyah adalah bagian Figh Siyasah yang
membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan
nilai-nilai  syari’at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap
konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-
hukum syari’at yang disebutkan di dalam al-Qur’an dan yang dijelaskan
sunah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun

berbagai macam hubungan yang lain.t’

16 Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah
(Yogyakarta: Semesta Aksara,2019),him.11.

17 Yusuf Al-Qardhawi, Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur"an dan Sunnah, Alih
Bahasa Kathun Suhadi (Jakarta: Pustakaal-Kautsar,2007), him.46.
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Oleh karena itu, di dalam figh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi
hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh
hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama
dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenubhi
kebutuhannya, sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan
untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi
kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Figh Siyasah akan tercapai.

Al-Quran dan hadis sebagai suatu petunjuk bagi manusia,
menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua
prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut
Muhammad Asad, al-Qur’an memberikan suatu jawaban komprehensif
untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota
masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di
dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat.!® Figh siyasah
dusturiyah dapat terbagi kepada:

a. Bidang siyasah tasyri’iyah, termasuk dalam personal ahlu hali wal
aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non
muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-
undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.

b. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah,

persoalan bai’ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain.

18 Ahmad Syafi’i Ma arif, Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah
Kenegaraan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005), Cet. ke-3, him.11.
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c. Bidang siyasah gadlaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah
peradilan.

d. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah
administratif dan kepegawaian.

Siyasah dusturiyah merupakan konsep dalam hukum tata negara
Islam yang membahas prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan
dalam perspektif syariah. Dalam konteks ini, konsep siyasah dusturiyah
dapat digunakan untuk menganalisis masalah netralitas ASN dari sudut
pandang  nilai-nilai  islam  seperti  keadilan, amanah, dan
pertanggungjawaban. Konsep ini juga menekankan pentingnya kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan dan  konstitusi dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dengan mengombinasikan ketiga pisau analisis tersebut, penelitian
akan mendapatkan perspektif yang komprehensif dalam mengupas
masalah netralitas ASN. Demokrasi menjamin adanya checks and
balances serta partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Netralitas
birokrasi menjamin profesionalisme dan keadilan dalam pelayanan publik.
Sementara siyasah dusturiyan memberikan landasan nilai-nilai Islam

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative,
dimana penelitian ini menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan data
sekunder yang berupa bacaan literatur seperti buku, jurnal elektronik
maupun cetak, penelitian dalam bentuk skripsi dan lainnya yang berbentuk
tulisan.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu
penelitian yang menggambarkan suatu objek yang diteliti melalui data
yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus
dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.
3. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan adalah statute approach  atau
pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu penelitian hukum
yang memfokuskan pada analis terhadap berbagai peraturan perundang-
undangan terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji dalam penelitian
ini dengan cara menganalisa UU ASN dan UU Partai Politik mengenai
organisasi sayap parpol.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini,
berbentuk pada informasi yang berbentuk dokumen, buku, jurnal, skripsi,

dan yang lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian ini,
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berdasarkan upaya yang dilakukan adalah menggunakan validasi data,
mengklarifikasi data, dan sistematika data yang mana peneliti
menguraikan data yang dipakai untuk menyusun kerangka berpikir untuk
menjawab rumusan masalah yang dibuat, dalam penelitian ini dimana
peneliti menggunakan kata kunci: Aparatur Sipil Negara, Netralitas dan
Organisasi Sayap Partai Politik.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang
sebenarnya kemudian diolah dan dianalisis untuk menggambarkan secara
yuridis penguatan netralitas ASN terhadap pelanggaran keterlibatan dalam
hak dan kewajiban organisasi sayap parpol berdasarkan teori-teori dan
pendapat ahli hukum tata negara sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku secara dedukiif.
G. Sistematika Pembahasan

Bab I: Pendahuluan
Berisi tentang latar belakang dan pemaparan isu dan jabatan masalah yang

kemudian terangkum dalam rumusan masalah. Dan dalam bab | ini

menjelaskan tentang tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka

teoritik, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan

skripsi.
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Bab II: Landasan Teori

Berisi tentang teori sebagai pisau analisis mengenai isu yang diteliti untuk
mengupas permasalahan mengenai pelanggaran ASN yang terlibat dalam
organisasi sayap parpol, dan teori yang akan digunakan adalah teori netralitas
birokrasi, demokrasi dan dalam kajian islam menggunakan perspektif siyasah
dusturiyah.
Bab I11: Fokus Penelitian

Bagian bab I11 ini menjelaskan data-data yang telah didapat dari penguatan
netralitas ASN, melalui pelanggarannya dalam keterlibatan hak dan
kewajiban organisasi sayap parpol.
Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fokus penelitian yang merupakan deskripsi dan argumentasi serta kritik
yang telah dibangun melalui rumusan masalah berdasarkan kerangka teori
yang dipakai terhadap hasil penelitian.
Bab V: Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB YV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Pengaturan netralitas ASN menuntut ASN untuk berdiri secara bebas
tanpa memihak kepada siapa pun baik itu secara diam-diam atau terang-
terangan, penguatan netralitas ASN dalam keterlibatan organisasi sayap
partai politik atau bahkan dalam kegiatan partai politik. Terdapat upaya
agar ASN tetap netral melalui peraturan netralitas ASN. Netralitas ASN
adalah prinsip penting yang dijamin oleh berbagai peraturan perundang-
undangan di Indonesia, seperti UU ASN, PP No. 42 Tahun 2004 tentang
Kode Etik, dan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Meskipun
aturan ini telah ditegakkan, namun praktik di lapangan menunjukkan
bahwa masih ada tantangan terkait keterlibatan ASN dalam politik
praktis, khususnya hal yang berkaitan dengan organisasi sayap partai
politik.

2. Persoalan netralitas ASN terhadap organisasi sayap parpol menjadi isu
penting karena ASN diwajibkan untuk bersikap netral dalam
menjalankan tugasnya agar memastikan pelayanan publik diberikan

secara adil dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik, kemudian
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posisi atau hubungan organisasi sayap parpol yang kurang dijelaskan
dalam UU Partai Politik atau dan tidak semua ADART partai politik
menjelaskan hal tersebut.

3. Pengaturan dan kebijakan yang ideal untuk memastikan netralitas ASN
yang kokoh maka diperlukan sebuah regulasi yang jelas dan tegas,
terutama dalam UU ASN dalam Pasal 9 ayat (2) yang mewajibkan ASN
untuk netral, namun masih banyak ASN yang mengabaikan dan
menganggap hal tersebut menjadi hal yang biasa, maka dari itu penting
untuk menambahkan frasa “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan
intervensi semua golongan dan partai politik serta organisasi-organisasi
sayap parpol.” Hubungan organisasi sayap parpol yang kurang dijelaskan
dalam UU Partai Politik atau dalam ADART partai. Penting juga untuk
menanamkan prinsip-prinsip netralitas dalam diri ASN dan memberikan

contoh yang baik terhadap masyarakat.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa adanya
perubahan atau pembaruan peraturan setelah penerbitan skripsi ini, mungkin
akan mempengaruhi analisis yang disajikan namun, penulis tetap mengacu
pada peraturan yang ada saat skripsi ini disusun untuk menjaga relevansi dan

validitas penelitian.
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B. SARAN

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada ASN untuk netral dari berbagai macam kegiatan
politik demi menjaga kredibilitas seorang ASN yang harus memberikan
pelayanan yang adil terhadap masyarakat.

2. Diharapkan kepada pihak partai politik agar menetapkan kebijakan yang
berupa ADART terhadap organisasi sayap parpolnya serta memberikan
keterangan hubungan partai politik dengan organisasi sayap parpol yang
jelas dalam ADART partai.

3. Diharapkan kepada pembentuk undang-undang untuk lebih memerhatikan
lagi naskah yang ditetapkan dalam UU ASN dan UU Partai Politik. Agar

tidak terjadi keambiguan terhadap ASN yang menjalankan tugasnya.
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